
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.749, 2019 KEMENDIKBUD. Kriteria dan Perangkat 

Akreditasi. Sekolah/Madrasah. PAUD. Pendidikan 
Nonformal. Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL MENGENAI 

KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH, 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa akreditasi sekolah/madrasah, pendidikan anak 

usia dini, dan pendidikan nonformal harus dilakukan 

dengan objektif sesuai dengan kriteria dan perangkat 

akreditasi; 

b. bahwa kriteria dan perangkat akreditasi 

sekolah/madrasah, pendidikan anak usia dini, dan 

pendidikan nonformal telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 

2018 tentang Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencabutan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kriteria 

dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah, Pendidikan 

Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5670); 

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 192); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 
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Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor  236); 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

577); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN 

NASIONAL TENTANG KRITERIA DAN PERANGKAT 

AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH, PENDIDIKAN ANAK 

USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL. 

 

Pasal 1 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 

2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 86 Tahun 

2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi 

Pendidikan Nonformal; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 

2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman 

Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA); 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 

2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman 

Kanak-Kanak Luar Biasa; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 

2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah 

Dasar Luar Biasa; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 55 Tahun 

2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah 

Menengah Pertama Luar Biasa; 

www.peraturan.go.id

file:///C:/Users/HUKOR/AppData/Local/SK/Permendikbud%2052_kriteria%20dan%20perangkat%20akreditasi%20SMA%20MA%202008.pdf
file:///C:/Users/HUKOR/AppData/Local/SK/Permendikbud%2052_kriteria%20dan%20perangkat%20akreditasi%20SMA%20MA%202008.pdf
file:///C:/Users/HUKOR/AppData/Local/SK/Permendikbud%2086_kriteria%20dan%20perangkat%20akreditasi%20BAN%20PNF%202008.pdf
file:///C:/Users/HUKOR/AppData/Local/SK/Permendikbud%2086_kriteria%20dan%20perangkat%20akreditasi%20BAN%20PNF%202008.pdf


2019, No.749 -4- 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 56 Tahun 

2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah 

Menengah Atas Luar Biasa; dan 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 

2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi 

Pendidikan Nonformal, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 28 Juni 2019 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

MUHADJIR EFFENDY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 9 Juli 2019  

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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